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TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TAHUN 2017-2021

KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Menimbang . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Bontang dalam suatu Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Rl No. 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,
Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang.

2. Undang-Undang Rl Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.

3. Undang-Undang Rl Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.

4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

5. Peraturan Pemerintab No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi.

7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomar
PER/9/M.PAN/S/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

9, Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

10. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 08 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2011-
2016.

11. Peraturan Walikota Bontang Nemor 41 Tahun 2018 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

MEMUTUSKAN

indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan
ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang untuk menetapkan Rencana
Kinerja Tahunan (RKT}, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA),
menyusun dokumen Penetapan Kinerja (PK], menyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi
pencapalan kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2017-
2021,

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : Januari 2017




INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Perangkat Daerah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang
2. Tugas . Melaksanakan urusan pemeriniahan di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Fungsi a. Perumusan kebijakan teknis lingkup Bidang Sosial dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
b. Pengkoordinasian, pengendalian seluruh kegiatan pada unit kerja dinas;
¢. Pengkoordinasian urusan administrasi kesekretariatan dan keuangan dinas;
d. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural, kelompok jabatan fungsional dan staf di lingkungan dinas;
e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah;
f  Pelaksanaan pelaporan tugas dinas sebagai perlanggung jawaban;
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
4. Indikator Kinerja Utama
Kinerja Ut Tuj
No neria amszzfs(;:::)mel ujuan/ Indikator Kinerja Utama Penjelasan/Form Perhitungan Penanggung Jawab Sumber Data
[£)) ) {3) 4 {6} /]
Meningkatnya Kualitas Hidup Bagi Penanganan Penyandang
1 |Penyandang Masalah Kesejahteraan Masalah Kesejahteraan Jumlah PMKS yang tertangani x 100% Bidang Sosial DSPM
Sosial (PMKS) Sosial (PMKS) Jumlah PMKS yang ada
LPM AKtif (%) Jumlah LPM Akt x100% | Didang Pemberdayaan DSPM
Jurnlah LPM Masyarakat
Jumlah PKK Aktif Bidang Pemberdayaan
sprg 0,
PKK Akif (%) Jumlah PKK x 100% Masyarakat DSPM
Meningkatnya Peran Serta dan
2 Keberdayaan Masyarakat/Lembaga . .
Dalam Pembangunan Wilayah Posyandu At (%) Jumlah Posyandu Aktif « 100% Bidang Pemberdayaan DSPM
Jumlah Posyandu Masyarakat
Swadaya Masyarakat . .
Terhadap Pembangunan Jumlah Pembanguna.n_Ha‘sd va.ra‘dayz‘t Masyarakat < 100% Bidang Pemberdayaan DSPM
Jumlah Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Masgyarakat

Wilayah (%)




